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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Urgensi Pemberian Hak Imunitas Terhadap 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Rangka 
Optimalisasi Kinerja KPK” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
urgensi apakah Pimpinan KPK perlu diberi hak imunitas dengan adanya 
dugaan kriminalisasi yang ditujukan kepada Pimpinan KPK beberapa waktu 
belakangan ini, disamping itu juga untuk mengetahui peluang yang 
memungkinkan apabila Pimpinan KPK diberikan hak imunitas untuk upaya 
menangkal segala bentuk intervensi yang menghambat pemberantasan 
tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 
data primer dan sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya 
yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkesan memaksakan Pimpinan 
KPK untuk ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini tentunya bertujuan secara 
politis dan pelemahan institusi KPK. Mengingat substansi pasal 32 ayat (2) 
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maka 
pimpinan yang ditetapkan menjadi tersangka akan diberhentikan sementara 
dari jabatannya disamping itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara 
kolektif kolegial dengan ditetapkannya sebagian Pimpinan KPK menjadi 
tersangka maka secara otomatis institusi KPK akan lumpuh. Melihat kondisi 
kita sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip equality before 
the law dan juga mempertimbangkan bahwa negara Indonesia sedang berada 
dalam darurat korupsi, maka penerapan hak imunitas terbatas terhadap 
Pimpinan KPK yang dijamin dalam sebuah undang-undang adalah langkah 
yang terbaik. Pemberantasan korupsi harus tetap terfokus agar tujuan dapat 
segera tercapai, karena memang akan selalu sulit dalam memberantas 
korupsi tanpa adanya niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah. 
Kesungguhan langkah tersebut dapat ditempuh dengan merevisi UU Nomor 
30 Tahun 2002 dengan menghapuskan pasal 32 dan memasukkan substansi 
imunitas terbatas terhadap komposisinya yang baru. 
 
Kata Kunci : Hak Imunitas, Kriminalisasi, UU Nomor 30 Tahun 2002, 
Pimpinan KPK. 
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